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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Barang bukti bagi proses peradilan pidana merupakan suatu hal yang 
begitu diperlukan. Perkara pidana dalam proses peradilan pidana seakan tak 
berjalan jika tanpa adanya barang bukti. Adanya barang bukti dapat membuat 
terang suatu perkara pidana. Barang bukti dapat menambah keyakinan Hakim 
terhadap Pelaku tindak pidana dalam memberi putusan. 
Alat yang sering digunakan sebagai sarana oleh Pelaku tindak pidana 
untuk mencapai tujuannya adalah dengan kendaraan bermotor. Banyak kasus 
tindak pidana yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana dalam 
mempermudah Pelaku tindak pidana. Diantaranya seperti kasus pencurian, 
penjambretan, perampokan, begal hingga transaksi jual beli narkotika. 
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, 
statusnya akan menjadi barang bukti pada tiap tahapan proses peradilan pidana. 
Baik pada tahapan di Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan di Pengadilan. 
Barang bukti kendaraan bermotor tidak hanya dari yang digunakan, tetapi juga 
dapat yang dihasilkan dari hasil tindak pidana. 
Pentingnya kedudukan barang bukti mengharuskan adanya penjagaan  dan 
perlindungan atas keamanan barang bukti. Baik itu barang bukti yang digunakan 
sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maupun barang bukti hasil tindak 
pidana. Kebanyakan barang bukti merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang, 
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sehingga melakukan penyitaan terhadap barang bukti perlu juga dibarengi dengan 
upaya penjagaan atas keamanan barang bukti tersebut. Barang bukti jika 
diperlakukan tidak baik, maka pemilik dari barang bukti akan mengalami kerugian 
dan juga pelanggaran terhadap hak miliknya. 
Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila 
merupakan dasar filosofis dalam menjalankan segala aktivitasnya sebagai suatu 
bangsa dan negara. Pada sila ke-5 Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia”, Sila kelima memiliki cita hukum (rechtidee) bahwa 
keadilan yang dihadirkan oleh hukum itu hendaknya merupakan suatu kehendak 
yang sama diantara satu orang dengan orang yang lain untuk memberikan segala 
sesuatu yang menjadi haknya sebagai warga negara. Terlebih terhadap pihak-
pihak yang rawan dari pelanggaran HAM.
1
 
 Dalam pandangan Bagir Manan, bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia 
memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh setiap hakim, sehingga 
dapat mewujudkan nilai keadilan sosial. Pada prinsipnya peradilan memiliki 
fungsi untuk menerapkan hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan 
berdasarkan Pancasila. Pengadilan dalam hal mengadili menurut hukum tidak 
membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan 
pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.
2
 
Nilai-nilai luhur dari tiap sila dalam Pancasila tertuang dalam konstitusi 
negara Indonesia.Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan bahwa 
                                                             
1Muhammad Erwin, “Filsafat Pancasila Sebagai Lima Keharmonisan Hukum Dan Etika 
Kebangsaan Bangsa Indonesia”, Teknika, Vol.XXXII, No.1, Desember 2011, hlm.55. 
2
Diakses dari http : Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 6 Mei 
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negara Indonesia adalah negara hukum termuat dalam konstitusi yakni pada Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala 
aspek kehidupan telah diatur melaui aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga 
dapat mencegah konflik-konflik yang dapat terjadi diantara warga negara maupun 
warga negara dengan lembaga negara. 
 Hukum dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap dimulai dari norma 
yang lebih tinggi, lebih abstrak dan lebih fundamental sampai pada tataran norma 
lebih rendah yang mampu mendapatkan validitas normatifnya dari norma yang 
lebih tinggi. Pancasila sebagai norma dasar yang fundamental (aturan yang 
menetapkan keharusan bagi manusia untuk mengusahakan pemenuhan kodrat 
kemanusiaannya) juga menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif 
Indonesia dan sekaligus menjadi acuan dalam praktik penyelenggaraan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat Indonesia.
3
 
UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP)merupakan aturan hukum yang menjadi dasar penegakkan 
hukum (Law Enforcement)di Indonesia. Aturan itu melingkupi seluruh proses 
pidana dari awal dimulai adanya penyelidikan sampai pada tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung (MA), bahkan sampai Peninjauan Kembali (Herziening).
4
Demi 
terlaksananya tujuan KUHAP dalam menegakkan hukum pidana materiil, 
KUHAP memberikan kewenangan kepada pejabat Penyidik dan Penuntut Umum 
untuk melakukan tugas dan kewenangannya. Diantara berbagai tugas dan 
                                                             
3
Muhammad Erwin, Op.Cit., hlm.53. 
4Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.3. 
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kewenangannya terdapat tindakan upaya paksa. Tindakan upaya paksa berupa 
penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
Tindakan hukum upaya paksa yang dilakukan oleh instansi penegak 
hukum merupakan pengurangan, pembatasan kemerdakaan dan hak asasi pelaku 
atau tersangka. Apabiladijabarkan lebih luas mengandung maksud bahwa 
tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut 
menimbulkan adanya asas kepastian hukum. Kepastian terhadap ruang lingkup 
penangkapan (Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap jangka waktu 
penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 s/d Pasal 31 KUHAP), kepastian 
terhadap melakukan penggeledahan (Pasal 32 s/d Pasal 37 KUHAP), dan 
kepastian untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan 
terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHAP). 
Menangkap dan menahan berkaitan dengan mengurangi atau 
menghilangkan kemerdekaan,menggeledah berkaitan dengan hak pribadi 
(privacy), menyita atau penyitaan berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak 
atas kemerdekaan, hak pribadi dan hak milik merupakan hak asasi utama yang 
harus dilindungi dan dihormati. Oleh karena itu setiap tindakan termasuk tindakan 
hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk 
mencegah kesewenang-wenangan.
5
 
Penyitaan adalah salah satu dari kegiatan upaya paksa dalam proses 
peradilan yang dilakukan oleh Penyidik.Tindakan penyitaan dari Penyidik dapat 
melanggar hak asasi manusia, akan tetapi sekaligus menghargaihak asasi 
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Prima Harly Mangkow, “Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dan Pemeriksaan Tersangka 
Menurut KUHAP”, Lex Societatis, Vol.I, No.3, Juli 2013, hlm.48. 
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manusia.Penyitaan dengan maksud menghargai hak asasi manusia yakni karena 
kemungkinan adanya benda yang masih belum diketahui secara hukum 
pemiliknya, maka tidak diperkenankan untuk dipergunkan oleh seseorang atau 
salah satu pihak yang mempersengketakan benda tersebut.
6
 
Terhadap Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan, maka pengaturan 
atas benda-benda tersebut diatur pada Pasal39 ayat (1) KUHAP, antara lain : 
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak 
pidana; 
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukakan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 
c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; 
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan. 
 
Proses penyitaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik 
akan merugikan pemilik dari benda sitaan tersebut. Masyarakat perlu pemahaman 
mengenai mekanisme proses penyitaan yang baik dan dibenarkan oleh hukum. 
Pada masa yang lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai 
dan menikmati benda sitaan, akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu 
rimbanya. Pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan tidak ada lagi 
bekasnya atau jejaknya. Ada pula yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula 
yang hancur atau habis.
7
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Crimen, Vol.III, No.2, April 2014, hlm.77. 
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Benda sitaan yang kemudian menjadi barang bukti pada proses peradilan 
pidana tentu membutuhkan perawatan yang baik. Perawatan yang baik diperlukan 
untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keaslian dari benda sitaan atau barang 
bukti tersebut. Pada akhirnya setelah putusan hakim, jika memberikan putusan 
untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang bukti tersebut benar-benar 
dalam kondisi semula seperti sedia kala sebelum disita. Dapat dikatakan bahwa 
dalam proses penyimpanan untuk kepentingan proses peradilan tersebut tidak 
merugikan pemilik benda tersebut. 
Perawatan terhadap benda sitaan tidak dapat dilakukan secara maksimal 
jika tidak ada tempat untuk perawatan tersebut. Dalam KUHAP sendiri telah 
memberikan ketentuan tentang tempat untuk benda-benda sitaan maupun 
rampasan. Hal itu diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :“Benda 
sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” 
Pasal 44 ayat (1) KUHAP memberikan pengertian bahwa semua benda 
sitaan hasil penyitaan dari proses penyidikan disimpan didalam rumah 
penyimpanan benda sitaan negara atau yang disebut RUPBASAN.Selanjutnya 
dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi :“Di tiap ibukota 
Kabupaten/Kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh menteri”. 
Dalam Pasal 26 ayat(1),mengatur bahwa pada setiap daerah memiliki 
RUPBASAN, terutama pada kabupaten/kotamadya.Di kabupaten Jepara tidak 
mempunyai tempat yang disebut dengan RUPBASAN. Padahal sesuai dengan 
aturan perundang-undangan seharusnya disetiap Ibukota Kabupaten ada 
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RUPBASAN. Tidak adanya RUPBASAN sebagai rumah penyimpanan benda 
sitaan tentu akan berdampak pada pertanggungjawaban dari benda sitaan itu 
sendiri. 
Kota Jepara tidak mempunyai RUPBASAN sebagaimana yang diatur pada 
Pasal 26 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penyimpanan benda sitaan yang 
kemudian menjadi barang bukti disimpan di Polres Jepara. Barang bukti 
kendaraan bermotor tersebut tidak berdiam di Polres Jepara. Barang Bukti tersebut 
akan mengikuti kemana proses peradilan itu berlanjut. Keberlanjutan proses 
peradilan sendiri setelah dari Kepolisian, akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan 
selanjutnya kepada proses persidangan di Pengadilan.
8
 
Berpindah-pindahnya barang bukti tersebut tentu menuai banyak 
pertanyaan didalam masyarakat. Perpindahan barang tersebut dari satu lembaga ke 
lembaga yang lain tentu saja akan berdampak pada pihak yang berkewajiban 
merawat barang tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi 
dengan judul“Tanggung JawabAtas Keamanan Barang Bukti (BB) 
Kendaraan Bermotor Dalam Proses Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum 
Jepara” 
B. PERUMUSAN MASALAH : 
1. Bagaimana penyimpananatas barang bukti kendaraan bermotor di 
wilayah hukum Jepara yang tidak memiliki RUPBASAN ? 
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2. Bagaimana penyerahan tanggungjawab atas keamanan barang bukti dari 
proses penyidikan, penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan di 
wilayah hukum Jepara ? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui aturan-aturan dan tugas aparatur hukum terkait 
penyimpanan dan keamanan barang bukti (BB) kendaraan bermotor di 
wilayah hukum Kabupaten Jepara yang tidak mempunyai RUPBASAN. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penyerahan pertanggungjawaban dari  
penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan  atas 
keamanan barang bukti (BB) kendaraan bermotor di wilayah hukum 
Kabupaten Jepara. 
D. KEGUNAAN PENELITIAN 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan 
yang dapat diambil dan diterapkan. Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari 
hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Secara Teoritis 
Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah 
keilmuan hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai hak-hak kelayakan, 
mengenai kemanan, keutuhan, dan perawatan yang baik terhadap kendaraan 
bermotor mereka ketika menjadi barang bukti (BB) dalam proses peradilan, 
sehingga dapat memberikan manfaat bagipengembangan sistem peradilan di 
Indonesia. 
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2. Manfaat Secara Praktis 
  Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
secarapraktis, yaitu kepada: 
a) Masyarakat, memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai 
dasar hukum tentang proses penyitaan bagi masyarakat Indonesia 
agartunduk patuh terhadap aturan-aturan hukum di Indonesia. 
b) Instansi terkait dan praktisi hukum, untuk memberikan masukan 
mengenai hak dari masyarakat Indonesia terkait kepemilikan 
kendaraan bermotor mereka. 
c) Mahasiswa Hukum, memberikan masukan serta bahan 
perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami hal-
hal yang berkaitan dengan hukum acara pidana, khususnya pada 
sistem peradilan pidana dan proses pidana. 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka 
dijelaskan secara singkat sistematika penulisan Bab I sampai dengan Bab V. 
Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan yang 
memuat hal-hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain 
itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, tujuan penulisan, 
kegunaan penelitian serta sistematika. 
 
 
10 
 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai 
landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan 
yang terdiri dari Tinjauan Penyidikan, Tinjauan Penyitaan, Tinjauan 
Mengenai Prosedur Pelimpahan Barang Bukti, Tinjauan Tanggung Jawab 
Atas barang Barang Bukti, dan Tinjauan Atas Kewenangan Lembaga 
Penegak Hukum. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang 
akan dipaparkan berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi peneletian, 
metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan 
dan penyajian data serta metode aslistis data 
BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini penulis ingin megurangi dan membahas tentang kajian 
penelitian tanggung jawab secara yuridis atas barang bukti kendaraan 
bermotor. Hasil penelitian selanjutntya diolah, dianalisis, ditafsirkan, 
dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan 
dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data dan penelitian dapat menjawab 
permsalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teorotik yang telah 
dikemukakan terlebih dahulu 
BAB V : Penutup 
pada bab ini merupakan bab penutu yang memuat tentang kesimpulan dan 
saran dari pembahasan permaslahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya. 
